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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang koreksi fiskal atas 

laporan laba rugi PT X tahun 2021 untuk menghitung penghasilan kena pajak 

(PKP) dan PPh Badan terutang 2021, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penyebab terjadinya perbedaan dalam laporan keuangan dari komersial 

dengan yang telah direkonsiliasi fiskal yaitu prinsip pengakuan biaya. 

Komersial menganggap semua biaya dapat dibebankan sebagai pengurang 

pendapatan. Namun, menurut perpajakan, tidak semua biaya dapat dijadikan 

sebagai beban untuk mengurangi pendapatan. Hal ini terbukti dengan 

melakukan koreksi fiskal terhadap beban voucher pulsa, beban 

entertainment, beban donasi, beban depresiasi, beban kerugian piutang, 

pendapatan jasa giro, pajak bunga dan koreksi persediaan. 

2. Perhitungan laba fiskal PT X belum sepenuhnya sesuai dengan Undang No. 

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini terbukti dari beberapa 

akun beban yang masih belum dikoreksi fiskal pada laporan keuangan 

perusahaan. 

3. Perusahaan belum menggunakan perencanaan pajak yang digunakan untuk 

meminimalkan pembayaran pajak. Hal ini terlihat dari tidak adanya daftar 

nominatif atas beban entertainment. Dengan tidak adanya daftar nominatif, 

maka biaya tersebut tidak dapat dibebankan. 

4. Perusahaan belum memiliki dokumen pendukung yang lengkap. Hal ini 

terlihat dari tidak adanya berita acara atas persediaan yang hilang atau 

berkurang sehingga selisih persediaan tersebut tidak dapat dibebankan. 

5. Berdasarkan analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan PT X, laba bersih 

komersial adalah sebesar Rp 1.814.456.240. Laba bersih fiskal adalah 

sebesar Rp 2.418.124.169. Laba fiskal inilah yang digunakan sebagai dasar 
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perhitungan PPh Badan terutang 2021. Dengan demikian, besaran PPh 

Badan terutang 2021 yaitu sebesar Rp 236.634.411. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan pada subbab 

sebelumnya, maka saran yang penulis berikan untuk PT X yaitu: 

1. Perusahaan harus lebih mengenal, memahami dan mengikuti perkembangan 

peraturan perpajakan, terutama dalam hal perhitungan PPh Badan terutang. 

Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan dapat membuat laporan keuangan 

berdasarkan peraturan atau undang-undang yang paling baru sehingga tidak 

terjadi kesalahan perhitungan pajak. 

2. Perusahaan harus melakukan perhitungan penghasilan kena pajak yang 

lebih teliti, terutama untuk pos-pos biaya yang perlu diperhatikan dalam 

koreksi fiskal dan sesuai dengan aturan perpajakan agar tidak terdapat 

kesalahan perhitungan penghasilan kena pajak. 

3. Perusahaan harus mulai menggunakan perencanaan pajak supaya 

perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak. 

4. Perusahaan harus memiliki dokumen pendukung yang lengkap supaya dapat 

dijadikan sebagai bukti pendukung saat ada masalah atau kejadian tertentu 

yang merugikan perusahaan. 
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